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ABSTRAK 

 
Farida Auliya (1520110020) Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli 

Online Perspektif Hukum Islam , di bawah bimbingan Dr. Any 

Ismayawati, S.H., M.Hum. Fakultas Syariah Prodi Ahwal 

Syakhsiyyah, Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui bentuk perlindungan 

hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online menurut 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

(2) Mengetahui bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli 

online perspektif hukum Islam. 

Adapun dalam hal ini, peneliti menggunakan metode penelitian 

library research dengan pendekatan kualitatif. Sumber datanya diperoleh 

melalui data primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Alquran 

dan Hadits, selain itu juga menggunakan data sekunder yang mencakup 

buku-buku, dokumen-dokumen, hasil penelitian yang berwujud laporan . 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum 

terhadap konsumen, berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 dan sebagai konsekuensi dari 

adanya hak konsumen, maka pelaku usaha juga dibebankan oleh 

kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila dalam 

transaksi online terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, proses 

penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui jalur pengadilan 

maupun diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang 

bersengketa, ketentuan ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun dalam 

pandangan hukum Islam mengenai jual beli online yaitu dibolehkan, 

asalkan tidak mengandung unsur Gharar dan selama dilakukan dengan 

benar sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Sedangkan terkait dengan 

penyelesaian sengketa konsumen, menurut konsep Islam akan lebih baik 

bila melalui badan peradilan khusus yang di dalam Islam disebut jawatan 

al-hisbah. Meskipun pada dasarnya penyelesaian sengketa menurut 

ekonomi Islam ada empat jalur yaitu jalur musyawarah, mediasi (al-

shulhu), arbitrase (tahkim). 
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